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23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPAT] TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Pasal 1

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup tata
cara  penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi,
pelaporan, ﬁeﬁanggﬁﬁgjéwabaﬁ dan pengawasan keuangan Daerah
eita memuat tata cara penunjukan Pejabat yang diberi wewenhag

= *ﬁ?aﬁ? Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan

Pasal 2
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan pedoman pelaksanaan pengelolaan
keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal
Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

A p orang mengetahuinya, memerintahkan penhgundangan
Peraturan Bupati ini dengan peﬁerﬁp nnya dalam Berita Daerah
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3.3, Laporan Keuangan

Catatan Atas
laporan Keuangan

KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNIT PELAYSANA

PENDAHULUAN
Bab | Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab i Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
2.1 Ekonomi makro
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab Il Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
31 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV Kebijakan akuntansi
4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
Bab V Penjelesan pos-pos laporan keuangan SKPD -
5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 | Belanja
5.1.3 | Aset
5.1.4 | Kewajiban
5.1.5 | Ekuitas Dana
5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset cjan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan
basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada SKPD.
Bab Vi Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
Bab ViI Penutup
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